
GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GT'BERI{UR LAUPI'NG
NOMOR 5 TAHT'N 2024

TENTAITG

RENCANA AKSI KESELAMA'TA.IT LALU LINTAS DAN A.IIGKUTA.IS JALAII

DENGAN RATIilAT TI,'IIAN YANG MAIIA ESA

GUBERITUR LA}IPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2OL7 tertang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemeriitahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarc.bahan Lembaran

N"g^.. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

di;bah biberapa kali teralhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

ZOiz tentang 
-6ipta Kerja menjadi Undang-Undang

(l,embaran Negara Republik Indorresia Tahun 2023 Nomor

hi, f"rru"frroLmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Mengingat



Menetapkan

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2O5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6t221;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 2l;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manageman dan
Rekayasa LaIu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 834);

9. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (t embaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTAJTG RENCANA AKSI
KESELAI,IATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung'

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung'
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6. LaIu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah

satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaalnya.

7. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Perencalaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang
selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima)
tahun.

9. Manajemen Keselamatan l,alu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan
yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

10. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian
dari manajemen perusahaan angkutan Umum berupa tata kelola
keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara
komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan
mengelola resiko kecelakaan.

11. Audit Bidang Keselamatan [a.lu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek
tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas
dan angkutan jalan.

(1)

Pasal 2
Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman

dalam penyusun target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka
kecelakaan di Daerah.

(2) Tujuan pemebntukan Peraturan Gubemur ini adalah aSar kegiatan yang' ' 
disusun 

-sesuai 
dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan,

dengan outcome, kegiatal dan rencana pelaksanaan setiap tahun dai 2023

sampat 2027.

Pasal 3
(1) Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:

a. perencanaan KLLAJ;
b. Sasaran KLLAJ;
c. pelaksanaan dan Pengendalian;
d. sistem Manajemen Keielamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan

e. pengawasan KLLAJ.

(2) Sasaran dari penetapan RAK LLAJ 
. 
adalah agar perencanaan dan

'-' p."y"",r"an kegiatan i"laln *..rgrrangi tingkat fasilitas kecelakaan dan

t"Ii"gt"ttr. kEsehmatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.
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BAB II
PEI{YUSUNAN DAN PENRTAPAN RENCANA AKSI KESELAMATAN I.ALU LINTAS

Bagian Kesatu
Perencanaan RAK LLAJ

Pasa-l 4
RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun
dengan mengacu kepada:
a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(RUNK LLAJ);
b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi.

Pasal 5
RAK LLAJ menggunakan pendekatan 5 pilar meliputi:
a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan
b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan
c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan
d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

Bagian Kedua
Pencapaian Sasaran RAK LLAJ

Pasal 6
(1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurun€rn tingkat

fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran
serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan
lalu lintas.

(2) penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi

kendaraan bermotor;
d. penegakan hukum kentuan keselamatal berlalu lintas; dan
e. penanganan korban kecelakaan'

(3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
a. koordinasi;
b. regulasi;
c. pendanaan;
d. promosi/sosialisasi;
.. Le4as"-" dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan darr teknologi

keselamatan lalu lintas; dan
f. penelitian dan pengembangan KLLAJ '

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 7

{11 Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi;

a. M elaksanakan pembangunan jalan;
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b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
c. melakukan uji laik fungsi jalan;
d. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
e. inspeksi jalan; dan
f. audit jalan.

(2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui
pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan
kontruksi kendaraan.

(3) Penegakan hukum ketentuan persaratan
dilalrukan terhadap pelanggaran :

a. persyaratan keselamatan jalan;
b. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
c. tata cara muat.

keselamatan Berlalu lintas

(4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanal<an pada jalan Provinsi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 8
(1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:

komitmen dan kebijakan;
pengorganisasian;
manajemen bahaya dan risiko;
fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
dokumentasi dan data;
peningkatan kompetensi dan pelatihan;
tanggap darurat;
pelaporan kecelakan internal;
monitoring dan evaluasi; dan
pengukuran kinerja.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

h.
i.
j.

(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ '

Pasal 9

MonitoringdanevaluasisebagaimanadimaksuddalamPasalSayat(1)hurufl
;;;J; kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkata dalam waktu 3

iiig"j 
- t"f"" "untuk *erg"t trui lielemahan dan kelebihan pelaksanaan

keselamatan dalam Perusahaan.

Bagran Kelima
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap pelaksanan program KLLAJ meliputi:

a. audit Bidang KLLAJ;
b. InsPeksi Bidang KLLAJ; dan

". 
p"t gr-uIIaII dan pemantauan bidang KLLAJ '
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(2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan progrErm KLLAJ meliputi bidang:
a. sarana dan prasarana jalan;
b. terminal; dan
c. pengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 11
(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus

ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/ atau penegakan hukum.
(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) berupa:

a. perbaikan kineda terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.

(3) Penegakan hukum sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berupa sanksi
administarasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabut an izin.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 12
Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang- undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

ttd

ARINAL DJUNNDI
Diundangkan di Bandar LamPung
padatanggal 6 - 2 - 2024

SEXRETARIS DAERAH PROVII{SI LAMPUNG, aslinya
HUKUM, \

FAHRIZAL DARMINTO
bina Utama Muda

S

ttd

NIP

BERITA DAERAH PROVINSI LA'}IPUITG TATIUN 2024 NOMOR 5

199103 I O()4

Ditetapkan di Bandar LamPung
padatanggal 6 - 2 - 2024

GUBERITUR LI\MPUNG,
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